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A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan zaman budaya masyarakat yang mulai bergeser ke 
arah modern memberikan pengaruh pada keberlangsungan pasar 
tradisonal, saat ini kebanyakan masyarakat  lebih menyukai membeli 
kebutuhan di pasar modern karena menganggap pasar modern dapat 
memberikan pelayanan dan fasilitas yang baik sehingga kesan berbelanja 
di pasar modern lebih nyaman daripada pasar tradisional. Terlebih lagi 
dengan menjamurnya pasar modern waralaba seperti supermarket dan 
minimarket seperti indomart dan alfamart membuat pasar tradisional 
menjadi terancam, masyarakat mulai terbiasa untuk berbelanja di pasar 
modern walaupun dengan harga yang cukup bersaing. 
Menurut data survei AC Nielsen tahun 2013, jumlah pasar 
tradisional atau pasar rakyat di Indonesia terus mengalami penurunan. 
Sementara perbandingan pertumbuhan pasar rakyat terhadap pasar modern 
cukup drastic. Ketua Umum Yayasan Danamon Peduli, Restu Pratiwi, 
mengatakan pada 2007 pasar rakyat berjumlah 13.550. Pada 2009 
jumlahnya turun menjadi 13.450 pasar, dan pada 2011 berjumlah9.950. 
Menurutnya, salah satu penyebab tidak berkembangnya pasar rakyat saat 
ini adalah kondisi fisik pasar itu sendiri seperti bau, pengap, berantakan, 
becek, dan jorok. Kenyataan itu dinilai membuat para pengunjung pasar 
rakyat beralih memilih pasar modern yang menawarkan kelengkapan dan 
kenyamanan berbelanja. Sementara perbandingan pertumbuhan pasar 
rakyat di Indonesia terus mengalami penurunan, dimana untuk pasar 
rakyat minus 8,1% sementara pasar modern tumbuh 31,4%. 
(www.republika.co.id, 2014)  
Kondisi seperti itulah membuat Pemerintah Daerah di berbagai 
tempat di Indonesia melakukan upaya revitalisasi pasar sebagai program 
alternatif untuk pengelolaan dan pengembangan pasar tradisional yang 
tentunya didukung oleh Pemerintah Pusat, data menunjukkan Dalam kurun 
waktu empat tahun terakhir, revitalisasi pasar yang dilakukan ada 
sebanyak 560 pasar rakyat. Jumlah tersebut masih terbilang kecil jika 
dibandingkan dengan jumlah pasar yang ada di Indonesia yakni kurang 
lebih sebanyak 10.000 pasar rakyat.  Rencananya Kementerian 
Perdagangan  akan turut serta dalam program revitalisasi pasar.Dari 
seluruh pasar rakyat yang akan direvitalisasi tersebut, sebanyak 37 unit 
pasar akan menggunakan dana dari Kementerian Perdagangan, sementara 
pasar-pasar yang terletak di 335 kabupaten/kota lainnya akan direvitalisasi 
menggunakan dana alokasi khusus.                                    
(Sumber : http://berita2bahasa.com/berita/01/16482412-469, 2014) 
Dari data tersebut dapat diketahui bahwa gencarnya program 
revitalisasi pasar tidak lepas dari tujuan adanya program tersebut yang 
pada intinya adalah mengubah kesan pandangan negatif  dari Pasar 
Tradisional yang memiliki kesan seperti kumuh, becek, dan tidak teratur 
sehingga menyebabkan warga lebih memilih toko modern sebagai tempat 
tujuan untuk membeli kebutuhan. Dengan program revitalisasi pasar 
tradisional, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah  tentunya 
ingin mengubah pandangan negatif tersebut dengan menjadikan 
revitalisasi sebagai program untuk pengelolaan dan perlindungan pasar 
agar mengangkat pamor pasar tradisional. 
Keberadaan pasar, khususnya pasar tradisional menjadi 
karakteristik kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah Indonesia. Selain 
Pasar Tradisional dianggap sebagai penyangga ekonomi kerakyatan, 
Aktivitas tawar menawar di pasar tradisional secara tidak sadar 
mengandung nilai sosial budaya masyarakat Indonesia,dalam aktivitas jual 
– beli tersebut menandakan adanya interaksi secara langsung dari pihak 
pembeli dan penjual untuk mencapai kesepakatan harga bahkan komoditas 
barang yang dijual beraneka ragam serta menawarkan harga yang lebih 
murah dibanding dengan pasar modern, sehingga hal inilah yang menjadi 
daya tarik tersendiri bagi pasar tradisional dibanding pasar modern maka 
tidak salah apabila Pasar Tradisional dianggap sebagai aset budaya yang 
harus dilestarikan sehingga tidak salah bila Beberapa daerah di Indonesia 
menjadikan revitalisasi pasar sebagai program unggulan untuk 
perlindungan pasar tradisional. 
Namun, revitalisasi pasar tentunya penuh dengan dinamika dalam 
pelaksanaannya. konflik antar stakeholder terjadi dalam revitalisasi 
bermacam –macam penyebabnya, seperti konflik yang terjadi pada 
Revitalisasi pasar tradisional yang ada di Kota Mabagu Utara, Manado. 
Pemerintah Kota Mabagu berupaya untuk melakukan revitalisasi pasar 
tradisional, revitalisasi tersebut berakibat adanya kebijakan yang diambil 
pemerintah untuk merelokasi pasar lama ke pasar yang baru sehingga 
muncul konflik baik antara pedagang pasar, masyarakat dengan 
pemerintah, Dengan alasan pasar baru kurang strategis dari pada pasar 
yang lama. Hal ini terjadi dengan alasan yang memilih tidak setuju dan 
yang kurang setuju : 46% mengatakan setuju bahwa lokasi pasar 
Tradisional di genggulang sangat strategis, sedangkan 55% mengatakan 
tidak setuju karena akses ke pasar sangat tidak memadai karena jalan yg 
kurang lebar dan lokasi pasar yang cenderung tersembunyi di belakang 
permukiman dan cukup jauh dari jalan raya. (Mokoginta, 2015 diambil 
dari ejournal.unsrat.ac.id) 
Konflik juga terjadi dalam Revitalisasi pasar tradisional di 
Surabaya pada pasar Wonokromo dan Pasar Tambah Rejo, konflik terjadi 
antara pedagang dan Pemerintah Kota Surabaya disebabkan karena adanya 
aturan baru yang harus dipatuhi oleh pedagang pasar tersebut setelah 
revitalisasi pasar seperti aturan yang diterapkan di pasar modern antara 
lain waktu kerja yang dibatasi, membayar stan yang mahal, membayar 
iuran kebersihan, listrik, keamanan dan pungutan liar, Hal itu tentunya 
menjadi kebijakan yang memberatkan bagi pedagang. (Martinus Legowo, 
2009 diambil dari journal.unair.ac.id) 
Pelaksanaan Revitalisasi pasar tradisional juga menuai konflik 
terjadi di Kota Malang pada Pasar Belimbing yang disebabkan karena 
perbedaan konsep pembangunan antara pedagang dengan pemerintah. 
Pada akhirnya pedagang melakukan perlawanan untuk mempertahankan 
haknya agar dapat mengubah arah pembangunan pasar Belimbing sesuai 
dengan konsep mereka. (Ahmad Fauzi, 2014 diambil dari 
jmsos.studentjournal.ub.ac.id) 
Dari contoh kasus konflik revitalisasi pasar diatas dengan 
bermacam penyebab konflik berarti dapat disimpulkan bahwa tidaklah 
mudah dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan hal itu terjadi 
karena masing – masing stakeholder memiliki kepentingan yang berbeda – 
beda. Disini berarti perlu strategi khusus yang dilakukan oleh Pemerintah 
Daerah agar suatu kebijakan yang sudah direncanakan dapat 
diimplementasikan dengan baik, dan jangan sampai kebijakan yang telah 
berjalan merugikan salah satu pihak. 
Kota Surakarta pun melalui Dinas Pengelolaan Pasar sejak tahun 
2006 telah merevitalisasi pasar tradisional. Revitalisasi merupakan 
program yang disusun oleh Dinas Pengelolaan Pasar sebagai salah satu 
bentuk  implementasi pengelolaan dan perlindungan terhadap pasar 
tradisional di Kota Surakarta yang tentunya mengacu pada Peraturan 
Daerah No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar. 
Kebijakan mendasar dalam revitalisasi pasar tradisional adalah mefasilitasi 
warga Kota Surakarta untuk mendapatkan tempat niaga yang legal dan 
representatif tanpa menghilangkan identitas dan ruhnya. (Dinas 
Pengelolaan Pasar, 2014) Selain itu tidak hanya penjual, tetapi juga 
pembeli pun mendapatkan tempat yang nyaman untuk membeli kebutuhan 
di pasar.  
Dinas Pengelolaan Pasar sesuai dengan tugas dan fungsinya 
mempunyai peranan strategis dalam menjadikan pasar sebagai 
infrastruktur ekonomi kota serta menyediakan sarana usaha yang layak 
dan nyaman bagi masyarakat Kota Surakarta untuk melakukan kegiatan 
perdagangan.Pengelolaan pasar dan Perlindungan Pasar utamanya adalah 
dalam hal pelayanan, yang meliputi pemungutan retribusi, perijinan, 
penataan tempat usaha keamanan dan ketertiban pasar, serta pelayanan 
penggunaan fasilitas perpasaran lainnya hingga perbaikan terhadap pasar. 
Pemerintah Kota Surakarta menyadari bahwa keberadaan pasar 
tradisional sangat penting bagi warga masyarakatnya. Pasar Tradisional 
secara nyata memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Pasar 
tradisonal juga sebagai bagian dari usaha  yang dapat menciptakan 
lapangan pekerjaan masyarakat  untuk menjadi tempat usaha mickro bagi 
mereka yang memiliki keinginan berdagang, tidak dapat dipungkiri 
konstribusi  pasar tradisional tidak bisa dipandang sebelah mata, 43 Pasar 
tradisional di Kota Surakarta menyumbang belasan miliar rupiah setiap 
tahunnya dalam pendapatan asli daerah. 
Kota Surakarta sebagai salah satu daerah otonomi yang berada di 
Jawa Tengah berusaha untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) seiring dengan meningkatnya kebutuhan daerah. Dengan 
adanya otonomi daerah memberikan ruang bagi daerah atau Pemerintah 
Kota Surakarta untuk mengembangkan potensi yang ada didaerahnya 
termasuk sehingga hal tersebut menjadi peluang bagi Pemkot Kota Solo 
untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui potensi yang 
dimiliki Kota Solo salah satunya adalah meningkatkan restribusi daerah 
melalui pasar tradisional sebab pemerintah kota Surakarta juga menyadari 
bahwa pasar tradisional menjadi sumber pendapatan daerah yang cukup 
besar.  
Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Kota Surakarta, Jawa Tengah, 
mencatat retribusi pasar merupakan salah satu penyumbang pendapatan 
asli daerah (PAD) terbesar di daerah itu meskipun selama dua tahun 








Target Realisasi Presentase 
2012 11.108.487.000 10.001.440.523 90.03% 
2013 11.273.487.000  9.736.335.303 86,36% 
2014 12.045.522.000 11.570.191.465 96,05% 
Sumber : Dinas Pengelolaan Pasar 
 
Dari Tabel 1.1 diatas dapat dijelaskan bahwa Kota Surakarta sebagai salah 
satu daerah otonomi yang berada di Jawa Tengah berusaha untuk 
meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Dalam merealisasikan 
peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak lepas dari upaya meningkatkan 
penerimaan sumber – sumber PAD selain pajak adalah  restribusi daerah 
yang salah satu restribusi daerah Pemerintah Kota berasal dari Dinas 
Pengelolaan Pasar melalui restribusi pasar, tabel tersebut juga 
menggambarkan jumlah hasil restribusi pasar yang jumlah nya cukup 
besar dan memberikan konstribusi yang cukup besar pula dalam 
Pendapatan Asli Daerah. Besarnya target restribusi pasar tidak lepas dari 
banyaknya jumlah pasar tradisional yang harus dikelola oleh Dinas 
Pengelolaan Pasar. 
 
                                     Tabel 1.2 
Jumlah Kios Pasar Tradisional di Kota Surakarta 





1 Pasar Legi  16.640 205 1545 
            
2 Pasar Klewer 12.950 2.069 135 
3 
Pasar 
Cinderamata - 51 48 
4 Pasar Singosaren 4.900 243 68 
5 Pasar Notoharjo 17.276 1.018 - 
6 Pasar Gedhe 5.607 134 664 
7 Pasar Nusukan 6.531 208 666 
8 
Pasar 
Harjodakso 8.997 80 909 
9 Pasar Jongke 12.254 104 868 
10 Pasar Rejosari 2.477 24 160 
11 Pasar Turisari 2.750 36 251 
12 Pasar Purwosari 1.274 14 19 
13 Pasar Sidodadi 1.784 14 254 
14 Pasar Ledoksari 494 20 39 
15 Pasar Kadipolo 1.496 7 439 
16 Pasar Tanggul 2.400 9 142 
17 Pasar Depok 4.480 - 185 
18 Pasar Kabangan 3.660 47 143 
19 
Pasar 
Penumping 1.200 2 112 
20 Pasar Ayam 11.220 - 272 
      Sumber : Dinas Pengelolaan Pasar 
Dari Tabel 1.2, dapat diketahui bahwa jumlah pasar tradisional di 
Kota Surakarta cukup banyak dengan terdapat adanya 43 pasar. 
Banyaknya pasar tradisional di Kota Surakarta dengan berbagai spesifikasi 
dagangannya seakan belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Beberapa 
tahun terakhir, Pemerintah Kota Surakarta giat untuk menjadikan pasar 
tradisional menjadi salah satu prioritas pembangunan karena pasar 
tradisional di Kota Surakarta menjadi indikator bergeraknya sektor riil 
usaha perekonomian rakyat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
daerah yang dapat dilihat dari konstribusinya terhadap Pendapatan Asli 
Daerah. Restribusi Pasar Tradisional juga menjadi penyumbang 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar. Dengan alasan itulah 
dibuatlah suatu regulasi yang mengatur mengenai pengelolaan dan 
perlindungan pasar serta dalam rangka pengembangan pasar. 
Apabila pasar tradisional tidak dikelola dan tidak mendapat 
perlindungan maka tradisional bisa dipastikan akan kalah bersaing dengan 
pasar modern seperti mall maupun mini market . Seperti yang diketahui 
jumlah mini market di Kota Solo sudah banyak seperti hasil kajian analisis 
dari Universitas Sebelas Maret yang menggunakan metode studi 
berdasarkan jarak tempuh, jumlah minimarket di Kota Solo sudah 
melebihi jumlah ideal sebuah perkotaan. Berdasarkan studi tersebut jarak 
tempuh minimal antar minimarket berjarak 600 meter, dari metode ini 
jumlah ideal minimarket di Kota Solo ada 39 titik namun sampai tahun 
2014 jumlahnya mencapai 70 lokasi.  (sumber: tribunews.com) 
Sehingga dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pasar tradisional telah 
terancam dengan menjamurnya pasar modern seperti mini market 
masyarakat akan jauh lebih memilih mini market karena berbagai 
penawaran yang diberikannya baik tempatnya yang nyaman hingga 
pelayanannya memuaskan pembeli. 
Tabel 1.3 
Daftar Revitalisasi Pasar Tradisional Kota Surakarta 




1 2006 Nusukan       18.630.936.000 
    Klithikan 
Notoharjo 
9.600.000.000       
    Mojosongo 1.245.082.000       
    Kembang 2.045.635.000       
2 2007 Sidodadi 1.971.575.000       
3 2008 Triwindu  
Tahap 1 
3.271.703.000       
    Gading 1.260.221.000 500.000.000 6.000.000.000   
    Ngarsopuro 6.000.000.000       
    Panggungrejo 
Tahap 1 
2.500.000.000       
4 2009 Triwindu 
Tahap II & 
Blok Timur 
2.005.068.000       
    Pucangsawit 
Tahap 1 
3.302.722.500   666.000.000   
    Panggungrejo 
Tahap II 
2.369.000.000       
5 2010 Ayu Tahap 1 2.708.520.000       
6 2011 Ayu Tahap II 1.146.414.000       
7 2012 Kliwon 
Tahap I 
4.000.000.000       
    Depok Tahap 
I 
10.200.000.000       
    Depok Tahap 
II 
3.435.172.000       
    Ayu Tahap 
III 
1.610.675.000       
    Nongko 1.200.000.000   5.000.000.000   
8 2013 Kliwon 
Tahap II 
7.000.000.000       
    Elpabes 9.722.560.000       
    Depok 
Bagian Barat 
700.000.000       
    Gilingan 4.300.000.000   5.000.000.000   
9 2014 Gilingan 
Tahap II 
4.748.570.000       
    Tanggul 4.500.000.000   10.000.000.000   
    Ngemplak 271.540.000 900.000.000     
    Harjodiksono     4.500.000.000   
    Ayam     2.000.000.000   
      Sumber : Dinas Pengelolaan Pasar 
Dari Tabel 1.3 diatas, dapat diketahui bahwa adanya keseriusan dari 
Dinas Pengelolaan Pasar untuk mengembalikan citra pasar tradisional dengan 
program revitalisasi pasar, terbukti sejak tahun 2006 sudah ada 19 pasar yang 
telah direvitalisasi. Sumber Dana program revitalisasi paling banyak berasal 
dari APBD tentunya, kemudian berasal dari APB Provinsi, APBN hingga 
investor. Namun revitalisasi pasar tradisional di Kota Surakarta tidak hanya 
berkaitan dengan fisik gedungnya saja tetapi juga dengan meningkatkan 
sarana dan prasarana, manajemen pengelolaan maupun tata kelola pedagang 
agar kebijakan revitalisasi ini bisa efektif dalam rangka memberikan 
perlindungan terhadap pasar tradisional. 
Namun pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional di Kota Surakarta 
tidak jauh berbeda dengan daerah lainnya, yaitu beberapa diantaranya juga 
menuai konflik misalnya dalam revitalisasi pasar klithikan Notoharjo yang 
awalnya pedagang berjualan berada di wilayah villa park Banjarsari dan pada 
tahun 2006 sebagai awal dari program revitalisasi pasar dilakukanlah 
pembangunan pasar Klithikan Semanggi untuk merelokasi 610 PKL 
dikawasan tersebut yang pedagang – pedagang tersebut ketika itu menolak 
untuk direlokasi dengan alasan telah lama menempati kawasan tersebut untuk 
berdagang, namun pada akhirnya setelah lebih dari 70 kali pertemuan yang 
digagas oleh Pemkot maka PKL tersebut dapat direlokasi di pasar Klithikan 
Semanggi. 
Selain pasar klithikan konflik revitalisasi pasar terjadi di Pasar Klewer, 
banyak pedagang yang tidak menyetujui rencana Pemkot Kota Surakarta 
untuk merevitalisasi pasar Klewer dengan alasan bahwa mereka menolak hasil 
Feasibiality Studies (atau Studi Kelayakan) yang disusun pihak konsultan 
sebab para pedagang menilai bahwa hasil dari studi kelayakan tersebut tidak 
berpihak pada kepentingan pedagang.(sumber : republika.co.id) 
Pasar Gede menjadi sasaran pula dalam program revitalisasi pasar 
tradisional di Kota Solo. Pasar Gedhe merupakan salah satu pasar tradisional 
di Kota Surakarta, Pasar ini Salah satu pasar tradisional yang menjadi warisan 
bangunan cagar budaya di Surakarta.   Pasar Gede merupakan pasar 
terlengkap di Kota Solo karena di Pasar Gede kita dapat menjumpai berbagai 
macam barang kebutuhan pokok, berbagai macam makanan tradisional khas 
kota Solo, makanan yang melegenda dibuat secara turun-menurun dan hanya 
dijual di Pasar Gede. ( Nimas Wara Tetiki, 2014) 
Revitalisasi Pasar Gedhe dilakukan pada bangunan dibagian barat 
pasar yang dahulunya menjadi pasar ikan. Langkah tersebut untuk 
menyelamatkan dan memperkuat citra Pasar Gede sebagai Benda Cagar 
Budaya (BCB). Revitalisasi direalisasikan dengan cara mengembalikan 
bentuk bangunan seperti semula. Revitalisasi di Pasar Gedhe dilakukan pada 
tahun 2015 dengan sumber biayanya berasal dari APBD, Revitalisasi di Pasar 
Gedhe dimaksudkan sebagai upaya untuk penataan pasar dan pengelolaan 
pasar agar pasar terlihat teratur maka Dinas Pengelolaan Pasar sudah 
selayaknya berkewajiban untuk mengelola, memelihara melindungi pasar 
tradisional serta mengimplementasi Peraturan Daerah No 1 tahun 2010  agar 
Pasar Gedhe selalu terjaga kelangsungan fungsi dan kelestariannya dan tetap 
selalu menjadi icon dari Kota Surakarta. 
Namun dalam pelaksanaan revitalisasi pasar di Pasar Gedhe juga 
menuai konflik karena pasar ikan yang terdapat di bangunan barat Pasar 
Gedhe harus dilakukan adanya relokasi ke Pasar Depok dengan tujuan untuk 
penataan Pasar Gedhe agar kembali pada fungsi semula dan menguatkan citra 
pasar gedhe sebagai benda cagar budaya, yang tentunya hal itu muncul konflik 
yang terjadi antara pemerintah dengan pedagang pasar ikan di pasar gedhe, 
“Citra Pasar Gede, sebagai pasar berlabel Benda Cagar Budaya itu harus 
dikuatkan, salah satunya dengan pembenahan di los pasar ikan hias ini. Selain 
itu pengembangan juga dilakukan dengan cara mengembalikan jenis barang 
dagangan seperti semula, dengan seperti itu kesan tradisional pasar tertua di 
Solo itu bisa kembali seperti semula,” seperti yang diungkapkan oleh Kepala 
Dinas Pengelolaan Pasar Subagiyo. 
(http://daerah.sindonews.com) 
Namun banyak pedagang yang tidak setuju terhadap implementasi program 
tersebut, Para pedagang  hingga  mengadu ke Komisi III DPRD untuk 
menuntut hak mereka agar bisa tetap berjualan di Pasar Gede seperti 
kesepakatan yang telah mereka lakukan dengan DPP.Mereka juga menolak 
dikatakan keinginannya menempati bagian atas atau lantai dua di Pasar Gede 
merusak bangunan cagar budaya. 
Konflik yang terjadi dalam implementasi program revitalisasi pasar 
mengindikasikan bahwa setiap program ataupun kebijakan yang telah dibuat 
tidak mudah untuk diimplemantasikan. Riant Nugroho (2012 : 682)  
mengungkapkan  rencana adalah 20 % keberhasilan, implementasi adalah 60 
% sisanya 20%, sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. 
Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah – 
masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep muncul di lapangan dari 
penyataan tersebut dapat diketahui bahwa seringkali muncul konflik maupun 
permasalahan dalam implementasi suatu program atau kebijakan yang 
terkadang  dapat diperkirakan ataupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya.  
Pernyataan tersebut ditambahkan oleh pernyataan dari Solichin Abdul 
Wahab (2001 : 115) Penyebab adanya konflik atau penolakan terhadap 
perubahan sehubungan dengan implementasi kebijakan mungkin terdapat 
perasaan khawatir terhadap perubahan itu sendiri, selain itu kemungkinan 
terdapat rasa khawatir yang lebih khusus lagi semisal perasaan khawatir 
dampak ekonomis dari perubahan tersebut dalam bentuk penghasilan, 
keuntungan, keamanan pekerjaan dan sebagainya atau orang seringkali tidak 
mudah untuk bekerja dengan rekan kerja dalam suatu lingkungan yang masih 
asing, akhirnya mereka yang terlibat dalam implementasi kebijakan atau yang 
menjadi sasaran kebijakan mungkin mempunyai perasaan bahwa mereka 
terjebak dalam perubahan karena pendekatan dan musyawarah yang terlalu 
dipaksakan dan reaksi biasanya muncul terhadap hal ini ialah berusaha untuk 
memperlambat proses perubahan itu dengan cara – cara tertentu. 
Dari Latar Belakang Masalah diatas  sangat menarik untuk membahas lebih 
lanjut berkaitan dengan konflik dalam implementasi program revitalisasi pasar 
gedhe, sehingga penulis mengambil suatu judul “Konflik dalam Implementasi 




B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan  Latar Belakang Masalah, rumusan masalahnya adalah :  
“Bagaimana konflik yang terjadi dalam implementasi program Revitalisasi 
Pasar pada Pasar Gedhe di Kota Surakarta?” 
Dengan pertanyaan turunan  sebagai berikut : 
1) Apa penyebab konflik antar stakeholder pada implementasi 
program Revitalisasi Pasar pada Pasar Gedhe di Kota Surakarta? 
2) Jenis konflik apa yang terjadi pada implementasi program 
Revitalisasi Pasar pada Pasar Gedhe di Kota Surakarta? 
3) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar 
dalam menangani konflik antar stakeholder pada implementasi 
program Revitalisasi Pasar pada Pasar Gedhe di Kota Surakarta? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk menganalisis konflik yang terjadi pada implementasi program 
Revitalisasi Pasar pada Pasar Gedhe di Kota Surakarta 
2. Untuk mengetahui penyebab konflik antar stakeholder pada 
implementasi program Revitalisasi Pasar pada Pasar Gedhe di Kota 
Surakarta. 
3. Untuk menganalisis jenis konflik yang terjadi pada implementasi 
program Revitalisasi Pasar pada Pasar Gedhe di Kota Surakarta. 
4. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan 
Pasar dalam menangani konflik antar stakeholder pada implementasi 
program Revitalisasi Pasar pada Pasar Gedhe di Kota Surakarta 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Melalui laporan penelitian ini, penulis berharap bahwa penelitian ini 
dapat menjadi bahan rujukan maupun referensi bagi mahasiswa yang 
melakukan kajian terhadap konflik dan kebijakan publik di lingkup 
pemerintahan daerah. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Dinas Pengelolaan Pasar 
Melalui laporan penelitian ini penulis berharap dapat 
memberikan saran bagi pihak yang bersangkutan terkhususnya 
bagi pihak Dinas Pengelolaan Pasar baik itu sebagai saran, 
masukan maupun bahan pertimbangan 
b. Bagi Penulis 
Laporan ini ditulis sebagai salah satu memenuhi persyaratan 
dalam memperoleh sebutan Strata Satu pada Program S1 Ilmu 
Administrasi Negara  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 




c. Bagi Masyarakat 
Melalui laporan penelitian ini, penulis berharap dapat 
menambah wawasan bagi masyarakat mengenai konflik dalam 
kebijakan publik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
